
GUBERI{UR NUSA TENGGARA TIMTIR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2OL9NoMoR v

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAIBAGIPEGAWAINEGEzuSIPILDAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAII RATIMAT TUHAN YAI{G MATTA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR'

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 38 Tahun 2oLg dan perubahannya, telah

ditetapkanTambahanPenghasilan.PegawaiBagi
PegawaiNegeriSipilDaerahProvinsiNusaTenggara
Timur;

b. bahwa d.alam rangka mewujudkan pengelolaan- dan

penatausahaan, perencanaan dan pengawasan dalam

pengelolaan keuangan daerah yang efektif' efisien dan

akuntabel, diperlufan PNSD pengelola' perencana dan

pengawas y.ttg cakap serta handal dan dapat

mempert""gg"ttgiawabkan tugas pokok- dan fungsi yang

dilaksanak"-i Uot "itan 
dengan pengelolaan keuangan

daerah;
c. batrwa r:ntrrk mendrrkung peningkatan kineqa dan

kualitas p"tty.""n publik dari pejabat negar" dll PNSD

di fngf.i.tg"tt Pemerintah Piovinsi' perlu diberikan

Tambahan 
" penghasilan pegawai berupa tunjangan

transPortasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksuddalamhurufa,hurufbdanhurufc'perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nomor38Tahun2olgtentangTambahanPenghasilan
PegawaiBagiPegawaiNegeriSipilDaerahProvinsiNusa
Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang.Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
pembentukan baerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahrrnlgSSNomorll5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

$ael;

2.Undang-UndangNomor5Tahun2Al4tentangAparatur
sipil N"g.r. fL"*b"r"r, Negara Repubtik Indonesia

tahun 2,OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9a\ r/,



J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL5 Nomor58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO N,:mor 74, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371;

4.

5.

6.

7. Peraturan Menteri Pendalragunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2I Tahun 2010
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38
Tahun 2OIg tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2079 Nomor o3s) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 45 Tahun 2o19 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38
Tahun 2}lg tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Bagi Pegawai Negeri sipil Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2OI9 Nomor 46);

MEMUTUSI{AN I

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNT'R NUSA TENGGARA TIMUR
NoMoRsSTAHUNzotgTENTANGTAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38

Tahun 2OIg tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipii

Daerah provinsi Nuia Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2otg Nomor 038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2079 tentang
Tambahan penghasilan Pegawai Bagi Pegawai l{egeri Sipil Daerah Provinsi Nusa

I."gg"11,r$rL(Berita 
Daerah .Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Tahun 2oI9



z.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan I (satu) ayat y,akni.ayat (la)

dan ditambahkan 1 (satu) 
'ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 6
(1) Tetap.
(6s;ffi kepada PNSD, Tpp berdasarkan beban kerja sebagaimana juga

diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur'
(2) Tetap.
{3) TetaP.
(4) Tetap.
isj ree t"."pa tunjangan transportasi diberikan kepada:
' ' a. PNSD yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggt; dan

b. PNSD yang menduduki Jabatan Administrasi sebagai Pejabat

Adminstrator dan Pengawas'

Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat

(6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasd 9

(1) Tetap.
t2) Tetap.
(2a) TetaP.
(3) Tetap.
i*i e."-at TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (1a), diberikan kepada Gubernur' Wakil

Gubernur 
-dan 

PNSD yang tertanggungiawab atas pengelolaan dan

penatausahaan, p.."tt"*J* dan pengawasan terhadap pengelolaan

keuangan daerah.
(51 S"""t":., TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud- pada

ayat (a) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan

"i.-p"l"r, bagian y"rr"g ta* terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

(61 Besa.L Tfn beruia lunjangarr- transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal O ayai 1S; adalah sebagaimana tercantum dalam l'ampiran
IIIB dan *"trp"ktt bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Prs.l II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal l Januari 2020'

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
G-ubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Ditetaokan di Kupanq
/^ ' i r

pada tanggal lrt O|.+Dber 2019

fu 
cueenxun NUf,A TENGcARA rtMUR,

\l(. \l//'
I -*ron BuNchrLU L/usKoDAT

(rPRowNSt

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 OF{."h.r 2019

SEKRETARIS DAERAH"eia 
nr'ou*,I

POI,O }IAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR }4



LAMPIRAN IIIA : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURNOMOR : ffi TAHUN2OTg
TANGGAL :qokFb"/ 2org

BESARAN TPP
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNURDAN PNSD DALAM PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO URAIAN

Wakil Gubernur

KEUANGAN

BESARAN TPP/BULAN

1. 35.000.000
2.

I

1.

"3.

30.oo0.ooo

Sekretaris Daerah

e"l*t.n S.t rJ*i" n""."tt
20.000.000

10.000.oo0
Kepala Badan Keuangan Daerah provinsi/
Sekretaris Tim Anggaran pemerintah
Daerah

10.o00.ooo

4. Sekretaris Badan Keuanga., O""."t
Provinsi

7.500.000

5.
Eselon III pada Badan X.rr"rrg"r O".r"h
Provinsi

7.500.o00

6. Eselon IV pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi

5.OOO.OOO

7. Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi:
Golongan IV 2.500.000
Golongan III 2.500.000
Golongan II 2.O00.oo0

II PERENCANA

1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi

10.ooo.ooo

2. Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi

4.000.000

3. Eselon III pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi

4.OO0.O00

4. Eselon IV pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi

2.000.000

5. Pelaksana pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi:
Golongan IV

1.600.oo0

Golongan III 1.500.000

Golongan II 1.000.o00

\



fr 
cunenNuR ."I11"NGGARA rrMUR,

f-vrxron "".JnsKoDAr

UI PENGAWAS

l. Inspektur Daerah Provinsi l0.ooo.ooo

2. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi 4.000.000

3.
Eselon III pada Inspektorat Daerah
Provinsi

4.O00.000

4.
Eselon IV pada Inspektorat Daerah
Provinsi

3.O00.000

5. Pelaksana pada Inspektorat Daerah
Provinsi:
Golongan IV 2.O00.ooo

Golongan III 1.750.000

Golongan II 1.500.oo0

\



LAMPIRAN IIIB : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : $ TAHUN2OL9
TANGGAL zkoV\*rr 2Ot9

BESARAN TPP
BERUPA TUNJANGAN TRANSPORTASI

I cueenNuR NUSAIrENGGARA TIMUR,

\R
Vz?

I vmton BUNGTILU LlusKoDAT

BESARAIT TPP/BULAN

Jabatan PimPinan Tinggi MadYa

Jabatan PimPinan Tinggi Pratama

Eselon ll a
Eselon II b

Jabatan Administrator
Eselon III a

Eselon III b

Jabatan Pengawas

Eselon IV a

Eselon IV b


